BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: B.233/15/08/2023

TENTANG

PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
sistem, proses, dan prosedur yang menggambarkan
tata hubungan kerja yang jelas, efektif, efisien dan
terukur antar unit organisasi, perlu dilakukan
penyusunan peta proses bisnis Pemerintah
Kabupaten Tanggamus;

bahwa  sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,
Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan peta
proses bisnis dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Peta Proses

Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

Mengingat...



Mengingat

Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3667);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tanggamus ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5318);

Memutuskan.....



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

-3 -

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGAMUS
Menetapkan  Peta Proses Bisnis Pemerinah
Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut
Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta
Relasi, Peta Sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, disusun berdasarkan hubungan
kerja antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok
dan fungsi, untuk mencapai visi dan  misi
Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi
Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembentulan sebagaimana

mestinya.

Terhadap dokumen peta proses bisnis sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dilakukan evaluasi dan
pemantauan relevansi dan efektivitasnya oleh Tim
Penyusun Peta Proses Bisnis Kabupaten

Tanggamus, paling sedikit satu tahun sekali.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 26 Juni 2022

BUPATI TANGGAMUS,

/WYWv/

DEWI HANDAJANI



PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

PEMERINTAH .

SDM, Kualitas Taraf
Hidup

I

Investasi (Modal,
Mesin, Manajemen)

DUNIA USAHA

Potensi daerah,
Stabilitas Keamanan
KONDISI
EHNGRONGAN-DAN

ALAM

PROSES UTAMA

OUTPUT

Aknuntabilitas /
Laporan

PEMERINTAH

Peningkatan
Pendapatan dan
Kesejahteraan

s ER

Keuntungan,
Kepastian Hukum,
Kemudahan Berusaha

WK - 01 WK - 02 WK - 03 WK - 04 WK - 05 WK - 06 KT
MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA TTERTNCRATNT
AKUNTABILITAS KINERJA KAPASITAS FISKAL KUALITAS PELAYANAN KUALITAS KINERJA ORGANISASI INOVASI DAERAH

INSTANSI PEMERINTAH PENGELOLAAN DAERAH PUBLIK PEMERINTAHAN YANG
KEUANGAN DAERAH BERSIH DAN BEBAS
KKN

WK - 08 WK - 09 WK - 10 WK - 11 WK - 12 WK - 13 et
MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA e e
KETERBUKAAN KEMATANGAN DOMAIN KUALITAS KUALITAS ARSIP KUALITAS LAHAN KUALITAS AIR KUALITAS UDARA

INFORMASI PUBLIK SISTEM PENGELOLAAN DATA DAERAH
PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK|
WK - 15 WK - 16 WK - 17 WK - 18 WK - 19 WK - 20 M2
MENINGKATNYA TERPENUHINYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINCICATNVADATA
PENGELOLAAN KEBUTUHAN PENGENDALIAN B3 PENGAWASAN DERAJAT KESEHATAN HARAPAN LAMA RATA LAMA SEKOLAH
SAMPAH DOKUMEN DAN LIMBAH B3 LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT SEKOLAH
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP
WK - 22 WK - 23 WK - 24 WK - 25 WK - 26 WK - 27 WK - 28
MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENURUNNYA MENINGKATNYA TERKENDALINYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA
PENANGANAN BUDAYA BACA TINGKAT KEMISKINAN KUALITAS HIDUP ANAK PERTUMBUHAN KEBERDAYAAN PEMBANGUNAN
iizm’;‘ﬁﬁg:’]‘:‘:ﬁ;&t PENDUDUK MASYARAKAT GENDER
s KAMPUNG

WK - 29 WK - 30 WK - 31 WK - 32 WK - 33 WK - 34 WK - 35

MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENGURANGI DAMPAK MENINGKATNYA MENURUNNYA MENINGKATNYA
KUALITAS PEMBINAAN KUALITAS OLAHRAGA PEMBINAAN BUDAYA BENCANA KETERTIBAN DAERAH KONFLIK SOSIAL KETAHANAN PANGAN

PEMUDA DAERAH DAERAH

WK - 36 WK - 37 WK - 38 WK - 39 WK - 40 WK - 41 WK - 42
MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA MENINGKATNYA

USAHA PERTANIAN, USAHA INDUSTRI USAHA KONSTRUKSI USAHA PERDAGANGAN USAHA TRANSPORTASI USAHA PARIWISATA RAPASITAS

DUNIA USAHA

KEHUTANAN, DAN PENGOLAHAN DAN PERGUDANGAN PERKOPERASIAN
PERIKANAN
WK -43 WK - 44 WK=TS Mol o WK - 47 WK - 18 WK - 49
[ MENINGRATNYA | MENINGRATNYA RPN REDKEMRANCNVA [ MENINGRATNYA | [ MENINGRATNYA | TERKENDALINYA
USAHA MIKRO KUALITAS PENANAMAN PARTISIPASI EKONOMI KREATIF KUALITAS KONDISI KETAATAN TERHADAP TSt
MODAL ANGKATAN KERJA JALAN PENATAAN RUANG
PROSES PENDUKUNG (MANAJERIAL) |
WK - 50 ’ WK - 51 i WK - 52 WK - 53 ’ WK - 54
PENGELOLAAN DATA PELAYANAN DAN PENGELOLAAN MANAIEMEN REOIRO
DAN TEKNOLOGI INFORMASI PUBLIK ORGANISASI DAN
PERUNDANG-UNDANG INFORMASI TATALAKSANA
DAN LAYANAN HUKUM KOMUNIKASI
WK - 55 WK - 56 i WK - 57 WK - 58 WK - 59
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN [ TENECLTTIAN DAN
PENGANGGRAN, PENGADUAN PENGEMBANGAN

MONITORING, EVALUASI
DAN LAPORAN
PEMBANGUNAN




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,

Infrastruktur

SUB PROSES 01

WK -01

MENINGKATNYA
AKUNTABILITAS

A 4

INSTANSI
PEMERINTAH
WK -01.01 WK -01.02
PERENCANAAN, KOORDINASI DAN
PENGENDALIAN DAN SINKRONISASI
EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH

WK -01.03
PEREKONOMIAN

DAN PEMBANGUNAN

OUTPUT

Meningkatnya
Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah
Daerah




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

SUB PROSES 02

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK - 02

MENINGKATNYA

KINERJA
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

WK -02.01

Pengelolaan Keuangan
Daerah

WK -02.02

Pengelolaan Barang

Milik Daerah

—->

OUTPUT

Meningkatnya Kinerja
Pengelolaan
Keuangan Daerah




INPUT

SRRSO

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

MENINGKATNYA
KAPASITAS FISKAL

OUTPUT

DAERAH
WK - 03.01 WK - 03.02 WK - 03.03
PENGELOLAAN PENUNJANG URUSAN PEREKONOMIAN DAN
PENDAPATAN PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH

KABUPATEN/KOTA

MENINGKATNYA
KAPASITAS FISKAL
DAERAH



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—>

SUB PROSES 04

WK - 04

MENINGKATNYA

KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

OUTPUT

WK - 04.01 WK - 04.02 WK - 04.03 WK - 04.04 WK - 04.05
PELAYANAN PEMENUHAN UPAYA PENYELENGGARAAN REHABILITASI PENEMPATAN
PENANAMAN MODAL KESEHATAN LALU LINTAS DAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERORANGAN DAN ANGKUTAN JALAN
UPAYA KESEHATAN (LLA])
MASYARAKAT
WK - 04.06 WK - 04.07 WK - 04.08 WK - 04.09 WK - 04.10
PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL PENGENDALIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN
PENDUDUK KESEHATAN HEWAN KEWASPADAAN SUMBER DAYA
DAN KESEHATAN NASIONAL DAN MANUSIA
MASYARAKAT PENINGKATAN
VETERINER KUALITAS DAN
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
WK -04.11 WK - 04.12 WK - 04.13 WK - 04.14
PENUNJANG URUSAN DUKUNGAN PEMERINTAHAN PERUMUSAN
PEMERINTAHAN PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN,
DAERAH TUGAS DAN FUNGSI KESEJAHTERAAN PENDAMPINGAN
KABUPATEN/KOTA DPRD RAKYAT DAN ASISTENSI

MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK




INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

SUB PROSES 05

WK - 05

MENINGKATNYA

KUALITAS
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN

BEBAS KKN
WK - 05.01 WK - 05.02 WK - 05.03
PENYELENGGARAAN PERUMUSAN PEREKONOMIAN
PENGAWASAN KEBIJAKAN, DAN PEMBANGUNAN

PENDAMPINGAN
DAN ASISTENSI

OUTPUT

MENINGKATNYA
KUALITAS
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

INPUT

SUB PROSES 06

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK - 06

MENINGKATNYA

KINERJA ORGANISASI

WK - 06.01 WK - 06.02
PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
WK - 06.04 WK - 06.05
PERUMUSAN PEMERINTAHAN
KEBIJAKAN, DAN
PENDAMPINGAN KESEJAHTERAAN
DAN ASISTENSI RAKYAT

WK - 06.03
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA

>

OUTPUT

MENINGKATNYA
KINERJA
ORGANISASI




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

SUB PROSES 07
| WK - 07
INPUT MENINGKATNYA OUTPUT
INOVASI DAERAH
WK - 07.01
Anggaran, Regulasi, PENELITIAN DAN MENINGKATNYA
Kebijakan, PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Infrastruktur DAERAH




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

SUB PROSES 08

WK - 08

MENINGKATNYA
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

WK - 08.01

INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

WK - 08.02

PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN
INFORMASI

OUTPUT

—

MENINGKATNYA
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK



PETA SUB PROSES TUJUAN 1

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

— 3

SUB PROSES 09

WK - 09
MENINGKATNYA
KEMATANGAN
DOMAIN SISTEM
PEMERINTAHAN
BERBASIS
ELEKTRONIK

WK - 09.01

APLIKASI
INFORMATIKA

OUTPUT

MENINGKATNYA
KEMATANGAN
DOMAIN SISTEM

—» PEMERINTAHAN

BERBASIS
ELEKTRONIK




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

SUB PROSES 10

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK-10

MENINGKATNYA

KUALITAS
PENGELOLAAN DATA

KEPENDUDUKAN

WK -10.01 WK -10.02
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN,
STATISTIK PENGENDALIAN DAN
SEKTORAL EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH
WK - 10.04 WK -10.05
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
INFORMASI PROFIL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WK -10.03

PENGELOLAAN
SISTEM DATA

GENDER DAN ANAK

OUTPUT

—

MENINGKATNYA
KUALITAS

PENGELOLAAN
DATA




PETA SUB PROSES TUJUAN 1

SUB PROSES 11

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK -11

MENINGKATNYA
KUALITAS ARSIP
DAERAH

WK -11.01

PENGELOLAAN ARSIP

WK -11.02

PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN
ARSIP

>

OUTPUT

MENINGKATNYA
KUALITAS ARSIP
DAERAH



PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 12

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,

Infrastruktur

WK -12

MENINGKATNYA
KUALITAS LAHAN

WK - 12.01 WK - 12.02
PENGENDALIAN PENGELOLAAN
PENCEMARAN KEANEKARAGAMAN
DAN/ATAU HAYATI (KEHATI)
KERUSAKAN

| LINGKUNGAN HIDUP

WK-12.03

PENINGKATAN

PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN

LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK

MASYARAKAT

OUTPUT

—N

Meningkatnya
Kualitas Lahan




INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan, >

Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 13

WK-13

MENINGKATNYA
KUALITAS AIR

WK -13.01

PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN

WK -13.03

PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

OUTPUT

WK -13.02

PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR
(SDA)

WK -13.04

PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

MENINGKATNYA
KUALITAS AIR



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 14

WK - 14

MENINGKATNYA
KUALITAS UDARA

WK - 14.01

PENGENDALIAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

WK - 14.02

PENINGKATAN
PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN
PENYULUHAN
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

OUTPUT

MENINGKATNYA
" KUALITAS UDARA




PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 16

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK -16

MENINGKATNYA
PENGELOLAAN
SAMPAH

WK - 15.01

PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

WK -15.02

PENGEMBANGAN
SISTEM DAN
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

—>

OUTPUT

MENINGKATNYA
PENGELOLAAN
SAMPAH



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

b

PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 16

WK -16

TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

WK -16.01

PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

WK -16.02

DI

OUTPUT

IO A ANLC AN
FEINGENMDANGAIN
CICTOAL VAN

DT TV DTXIY

PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
REGIONAL

TERPENUHINYA
KEBUTUHAN
DOKUMEN
PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,

Infrastruktur >

PETA SUB PROSES TUJUAN 2

SUB PROSES 17

WK-17

MENINGKATNYA
PENGENDALIAN B3
DAN LIMBAH B3

WK-17.01

PENGENDALIAN
BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN (B3)
DAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH
B3)

WK-17.02

OUTPUT

MENINGKATNYA
PENGENDALIAN B3
DAN LIMBAH B3



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—p

SUB PROSES 18

WK -18

MENINGKATNYA
PENGAWASAN
LINGKUNGAN HIDUP

WK -18.01

PENANGANAN
PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

WK -18.02

PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN
IZIN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

—

OUTPUT

MENINGKATNYA
PENGAWASAN
LINGKUNGAN HIDUP



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

— 3

SUB PROSES 19

WK - 19.04
SEDIAAN FARMAS],
ALAT KESEHATAN

DAN MAKANAN

MINUMAN

OUTPUT

WK - 19
MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN
MASYARAKAT
WK -19.01 WK - 19.02 WK -19.03
PEMENUHAN UPAYA PEMBERDAYAAN PENINGKATAN
KESEHATAN MASYARAKAT KAPASITAS SUMBER
PERORANGAN DAN BIDANG KESEHATAN DAYA MANUSIA
UPAYA KESEHATAN KESEHATAN
MASYARAKAT
WK - 19.05 WK -19.06 WK -19.07
PENUNJANG URUSAN PENGELOLAAN DAN KAWASAN
PEMERINTAHAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
DAERAH SISTEM PENYEDIAAN
KABUPATEN/KOTA AIR MINUM

WK -19.08

PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN
KUMUH

MENINGKATNYA
DERAJAT KESEHATAN



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

e

PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 21
\
WK - 20
MENINGKATNYA
HARAPAN LAMA
SEKOLAH
WK -21.01 WK -21.02 WK -21.03
PENGELOLAAN PENDIDIK DAN PEMERINTAHAN DAN
PENDIDIKAN TENAGA KESEJAHTERAAN
KEPENDIDIKAN RAKYAT

WK -21.04

PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

>

OUTPUT

MENINGKATNYA
HARAPAN LAMA
SEKOLAH



INPUT WK - 21 OUTPUT

MENINGKATNYA RATA-RATA

LAMA SEKOLAH
Anggaran, Regulasi, MENINGKATNYA RATA-
Kebijakan, RATA LAMA SEKOLAH
Infrastruktur >
WK -21.01
PENGELOLAAN

PENDIDIKAN




SUB PROSES 22

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

\
WK - 22
MENINGKATNYA
PENANGANAN
PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)
WK - 22.01 WK - 22.02 WK - 22.03
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN JAMINAN SOSIAL
SOSIAL
WK - 22.04 WK - 22.05 WK - 22.06
PENANGANAN PENGELOLAAN PEMERINTAHAN DAN
WARGA NEGARA TAMAN MAKAM KESEJAHTERAAN

MIGRAN KORBAN
TINDAK KEKERASAN

RAKYAT

—

OUTPUT

MENINGKATNYA
PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS)



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

SUB PROSES 23

\

WK - 23

MENINGKATNYA
BUDAYA BACA

WK -23.01

PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN

—

OUTPUT

MENINGKATNYA
BUDAYA BACA



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 24

\
WK - 24
MENURUNNYA
TINGKAT
KEMISKINAN
WK - 24.01 WK - 24.02 WK - 24.03 WK - 24.04 T WK-2405 |
PERLINDUNGAN DAN KOORDINASI DAN PEMENUHAN UPAYA PERUMAHAN DAN RAWASAN
JAMINAN SOSIAL SINKRONISASI KESEHATAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERENCANAAN PERORANGAN DAN PERMUKIMAN
PEMBANGUNAN UPAYA KESEHATAN KUMUH
DAERAH MASYARAKAT
WK - 24.06 WK - 24.07 WK - 24.08 WK - 24.09 WK -24.10
PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN PENYEDIAAN DAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA JAMINAN SOSIAL PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PERIKANAN
DAN UTILITAS UMUM SARANA PERTANIAN SARANA PERTANIAN BUDIDAYA
(PSU)

WK - 24.11 WK - 24.12 WK - 24.13 WK - 24.14 WK - 24.15
PENGOLAHAN DAN PERENCANAAN DAN PEMBERDAYAAN PELATIHAN KERJA PEMBANGUNAN
PEMASARAN HASIL PEMBANGUNAN USAHA MENENGAH, DAN KAWASAN

PERIKANAN INDUSTRI USAHA KECIL, DAN PRODUKTIVITAS TRANSMIGRASI

USAHA MIKRO TENAGA KERJA
(UMKM)
WK - 24.16 WK - 24.17 WK - 24.18
PENGARUSUTAMAAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAN
GENDER DAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN

PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN, RAKYAT
PEREMPUAN LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM

ADAT

F——

OUTPUT

MENURUNNYA TINGKAT
KEMISKINAN



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 25
INPUT WK - 25 OUTPUT
MENINGKATNYA KUALITAS
HIDUP ANAK
Anggaran, Regulasi, MENINGKATNYA
Kebijakan, KUALITAS HIDUP ANAK
Infrastruktur WK - 25.01 WK - 25.02 WK - 25.03 -,
., PEMENUHAN HAK PERLINDUNGAN PROGRAM
ANAK (PHA) KHUSUS ANAK PENINGKATAN
RUALITAS
KELUARGA




PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT TERKENDALINYA OUTPUT
PERTUMBUHAN
PENDUDUK
Anggaran, Regulasi, TERKENDALINYA
Kebijakan, PERTUMBUHAN
Infrastruktur WK - 26.01 WK - 26.02 WK-26.03 PENDUDUK
PENGENDALIAN PEMBINAAN PEMBERDAYAAN
PENDUDUK KELUARGA DAN PENINGKATAN
BERENCANA (KB) KELUARGA

SEJAHTERA (KS)




PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

SUB PROSES 27

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT

WK - 27.04

OUTPUT

PEMBERDAYAAN
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT, DAN
MASYARAKAT
HUKUM ADAT

WK -27.01 WK -27.02 WK -27.03
PENATAAN DESA PENINGKATAN ADMINISTRASI
KERJASAMA DESA PEMERINTAHAN
DESA
WK - 27.05 WK -27.06 WK - 27.07
PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
KAWASAN PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT DESA
TRANSMIGRASI PELAYANAN PUBLIK DAN KELURAHAN
WK -27.09 WK -27.10 WK -27.11
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI
URUSAN PENGAWASAN KETENTRAMAN DAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN KETERTIBAN UMUM
UMUM DESA

WK -27.08
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

MENINGKATNYA
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
KAMPUNG



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan, B

Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 28

WK -28

MENINGKATNYA
PEMBANGUNAN
GENDER

WK -28.01

PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

WK -28.02

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

=

OUTPUT

MENINGKATNYA
PEMBANGUNAN
GENDER



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

Anggaran, Regulasi,

Kebijakan, -
Infrastruktur

SUB PROSES 29

WK - 29

MENINGKATNYA
KUALITAS
PEMBINAAN PEMUDA

WK -29.01

PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN

WK -29.02

WK -29.03

PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN

PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING KEPEMUDAAN

WK - 29.04 WK - 29.05
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA KAPASITAS

SAING KEPEMUDAAN KEPRAMUKAAN

I

OUTPUT

MENINGKATNYA
KUALITAS
PEMBINAAN
PEMUDA



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 30

INPUT WK -30 OUTPUT

MENINGKATNYA
KUALITAS OLAHRAGA

Anggaran, Regulasi, MENINGKATNYA
Kebijakan, KUALITAS
Infrastruktur WK - 30.01 | > OLAHRAGA
PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA
SAING

KEOLAHRAGAAN




PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

| WK -31

OUTPUT

MENINGKATNYA
PEMBINAAN BUDAYA
DAERAH
WK -31.01 WK -31.02 WK -31.03
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN BAHASA DAN SASTRA KESENIAN
TRADISIONAL
WK -31.04 WK - 31.05
PEMBINAAN SEJARAH PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN

CAGAR BUDAYA

MENINGKATNYA
PEMBINAAN BUDAYA
DAERAH



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 32

OUTPUT

WK -32
MENGURANGI
DAMPAK BENCANA
WK -32.01 WK -32.02 WK -32.03
PENANGGULANGAN PENANGANAN PENGELOLAAN
BENCANA BENCANA SUMBER DAYA AIR
(SDA)
WK - 32.04 WK - 32.05 WK - 32.06
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN,
PERUMAHAN JALAN PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN

KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

MENGURANGI
DAMPAK BENCANA



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 33

INPUT WK -33 OUTPUT

MENINGKATNYA
KETERTIBAN DAERAH

Anggaran, Regulasi, MENINGKATNYA
Kebijakan, KETERTIBAN
Infrastruktur WK -33.01 ) DAERAH
PENINGKATAN

KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM




INPUT

Anggaran, Regulasi,

Kebijakan, —
Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 3

SUB PROSES 34

WK - 34

MENURUNNYA
KONFLIK SOSIAL

-+

WK -34.01 WK - 34.02 WK -34.03 WK - 34.04 WK - 34.05
PENGUATAN PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PENINGKATAN
IDEOLOGI PANCASILA PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN PERAN PARTAI KEWASPADAAN
DAN KARAKTER KETAHANAN ORGANISASI POLITIK DAN NASIONAL DAN
KEBANGSAAN EKONOM]I, SOSIAL, KEMASYARAKATAN LEMBAGA PENINGKATAN
DAN BUDAYA PENDIDIKAN KUALITAS DAN
MELALUI FASILITASI
PENDIDIKAN POLITIK PENANGANAN
DAN KONFLIK SOSIAL
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
WK - 34.06 WK - 34.07 WK - 34.08 WK - 34.09 WK -34.10
PENYELESAIAN PENYELESAIAN REDISTRIBUSI PENETAPAN TANAH PENGELOLAAN
SENGKETA TANAH GANTI KERUGIAN TANAH, SERTA GANTI ULAYAT TANAH KOSONG
GARAPAN DAN SANTUNAN KERUGIAN TANAH
TANAH UNTUK KELEBIHAN
PEMBANGUNAN MAKSIMUM DAN
TANAH ABSENTEE
WK -34.11 WK - 34.12
PENGELOLAAN IZIN PENATAGUNAAN

MEMBUKA TANAH

TANAH

OUTPUT

MENURUNNYA
KONFLIK SOSIAL



PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

SUB PROSES 35

.

WK - 35

MENINGKATNYA
USAHA PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN

WK - 35.01

PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN DAN
KEMANDIRIAN
PANGAN

WK - 35.03

PENANGANAN
KERAWANAN
PANGAN

WK - 35.02

PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

WK - 35.04

PENGAWASAN
KEAMANAN PANGAN

E—

OUTPUT

MENINGKATNYA
USAHA PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 4

SUB PROSES 36

WK -36

MENINGKATNYA
USAHA PERTANIAN,
KEHUTANAN, DAN

R

WK'-36.05

STABILISAST HARGA

BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG
PENTING

MASYARAKAT
VETERINER

PERIKANAN
WK -36.01 WK - 36.02 WK -36.03 WK - 36.04
PENYEDIAAN DAN PENGENDALIAN DAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
SARANA PERTANIAN BENCANA PRASARANA (SDA)
PERTANIAN PERTANIAN
WK -36.06 WK -36.07 WK -36.08 WK -36.09
PENGENDALIAN PENGELOLAAN PENGAWASAN PENGOLAHAN DAN
| KESEHATAN HEWAN BUDIDAYA SUMBERDAYA | PEMASARAN HASIL
DAN KESEHATAN PERIKANAN KELAUTAN DAN | PERIKANAN
PERIKANAN

WK-36.10

PENYULUHAN
PERTANIAN

——

OUTPUT

Meningkatnya Usaha
Pertanian,

Kehutanan, dan
Perikanan



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

e

SUB PROSES 37

WK -37

MENINGKATNYA
USAHA INDUSTRI
PENGOLAHAN

WK -37.01

PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI

WK -37.03

PENGENDALIAN IZIN
USAHA INDUSTRI

37.02

PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

WK -37.04

PENGELOLAAN
SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL

—

OUTPUT

Meningkatnya Usaha
Industri Pengolahan



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—»

SUB PROSES 38

WK -38

OUTPUT

MENINGKATNYA
USAHA KONSTRUKSI

WK -38.01

PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI

Meningkatnya Usaha
Konstruksi



PETA SUB PROSES TUJUAN 4

SUB PROSES 39

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

WK -39
MENINGKATNYA
USAHA
PERDAGANGAN
WK -39.01 WK -39.02 WK -39.03
PENGEMBANGAN PENGGUNAAN DAN PENINGKATAN
EKSPOR PEMASARAN PRODUK SARANA DISTRIBUSI
DALAM NEGERI PERDAGANGAN
WK - 39.04 WK - 39.05
STANDARDISASI DAN PERIZINAN DAN
PERLINDUNGAN PENDAFTARAN
KONSUMEN PERUSAHAAN

OUTPUT

> Meningkatnya Usaha
Perdagangan




PETA SUB PROSES TUJUAN 4

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—¥

SUB PROSES 40

WK - 40
MENINGKATNYA
USAHA
TRANSPORTASI DAN
PERGUDANGAN

WK |
PENYELE
LALU LI
ANGKUT]
(L

40.01
NGGARAAN |
NTAS DAN
JAN JALAN
LA])

OUTPUT




PETA SUB PROSES TUJUAN 4

SUB PROSES 41

INPUT WK -41 OUTPUT

MENINGKATNYA
USAHA PARIWISATA

WK - 41.01 WK - 41.02 WK - 41.03
Anggaran, Regulasi, PENINGKATAN DAYA PEMASARAN PENGEMBANGAN Meningkatnya Usaha
Kebijakan, TARIK DESTINASI PARIWISATA SUMBER DAYA ’ Pariwisata
Infrastruktur ] PARIWISATA PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF




PETA SUB PROSES TUJUAN 4

SUBRGROSS 42
INPUT MENINGKATNYA OUTPUT
KAPASITAS
PERKOPERASIAN
Anggaran, Regulasi, Meningkatnya Kinerja
Kebijakan, Pengelolaan
Infrastruktur WK-42.01 WK-42.02 Keuangan Daerah
—»
N PELAYANAN IZIN PENGAWASAN DAN
USAHA SIMPAN PEMERIKSAAN
PINJAM KOPERASI
WK - 42.03 WK - 42.04
PENILAIAN PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN KSP/USP LATIHAN
KOPERASI PERKOPERASIAN




PETA SUB PROSES TUJUAN 4

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

OUTPUT

SUB PROSES 43
WK - 43
MENINGKATNYA
USAHA MIKRO
WK - 43.01 WK - 43.02 WK - 43.03
PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN
USAHA MENENGAH, UMKM PEMBANGUNAN
USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO
(UMKM)

Meningkatnya Usaha
Mikro



PETA SUB PROSES TUJUAN 4

INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

MENINGKATNYA
KUALITAS
PENANAMAN MODAL

WK - 44.01

PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

WK - 44.02

OUTPUT

WK - 44.04

PROMOSI
PENANAMAN MODAL

WK - 44.03

PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI

PENANAMAN MODAL

WK - 44.05

PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

PENGELOLAAN IZIN
LOKASI

Meningkatnya
Kualitas Penanaman
Modal



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

— ¥

SUB PROSES 45

WK - 45

MENINGKATNYA
PARTISIPASI
ANGKATAN KERJA

WK - 45.01

PERENCANAAN
TENAGA KERJA

WK - 45.03

PENEMPATAN
TENAGA KERJA

WK - 45.02

OUTPUT

PELATIHAN KERJA

DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

WK - 45.04

HUBUNGAN

INDUSTRIAL

Meningkatnya
Partisipasi Angkatan
Kerja



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

PETA SUB PROSES TUJUAN 4

SUB PROSES 46

WK - 46

BERKEMBANGNYA
EKONOMI KREATIF

WK -46.01

PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF
MELALUI
PEMANFAATAN DAN
PERLINDUNGAN HAK
KEKAYAAN
INTELEKTUAL

WK -46.02

OUTPUT

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Berkembangnya
Ekonomi Kreatif



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

PETA SUB PROSES TUJUAN 4

- »

SUB PROSES 47

WK - 47

MENINGKATNYA
KUALITAS KONDISI
JALAN

WK -47.01

PENYELENGGARAAN
JALAN

WK - 47.02

PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN
SISTEM DRAINASE

—»

OUTPUT

Meningkatnya
Kualitas Kondisi Jalan



INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

e

SUB PROSES 48

WK - 48

MENINGKATNYA
KETAATAN
TERHADAP

PENATAAN RUANG

WK -48.01

PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

WK -48.02

PENATAAN
BANGUNAN GEDUNG

OUTPUT

Meningkatnya
Ketaatan terhadap

1 > Penataan Ruang




INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

—

SUB PROSES 49

WK - 49

TERKENDALINYA
INFLASI

WK -49.01

STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG

PENTING

WK - 49.02

OUTPUT

PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

WK-49.03

PEREKUNUMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Terkendalinya Inflasi
Daerah



PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 01.01 CFM 01
=

DisHominfo,
BPKAD

Seluryth OPD

Inspgktorat

Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

T
= mensosialisasikan kebijakan
%'b Menyiapkan data terkait Inovasi Peningkatan Kualitas
m Perencanaan, Pengendalian, Perencanaan, Pengendalian,
_E dan Evaluasi *| dan Evaluasi Pembangunan
g Pembangunan Daerah Daerah
=
8 Menyusun bahan kebijakan Memfasilitasi penerapan

Inovasi Peningkatan ebijakan Inovasi

Kn‘{Li_'r:; ita
g Perencanaan, Pengendalian, Perencanaan, Pengendalian,
:::! dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi
= Daerah Pembangunan Daerah
-;—‘; Membahas bahan draft
8 kebijakan Inovasi
Peningkatan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Kualitas ngrencanaan,

l’engenaa 1an, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

“ Mengawasi pelaksanaan
kebijakan Inovasi
Penjngkatan
Kualitas Perencanaan,

Pengemdatiarm, damrEvatoast
Pembangunan Daerah




KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 8;1'02 CFM 01

Menyiapkan data terkait
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan

Daerah

Menyusun bahan kebijakan
Inovasi Peningkatan

Bagian Hukym Bappeda dan Bag. Adbhn,

Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Diskominfq
BPKAD

Selurul OPD

Inspekforat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Inovasi
oo st

mensosialisasikan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peéningkatan
Koordifasi Dan

Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah

<
Mengawasi pelaksanaan
kebijakan Inovasi

Peningkatan

Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah




PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WKB_D- 01.03 CFM 01

Diskominfd,
BPKAD

Seluruh OPD

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

=
= == —— -
£ . . mensosialisasikan kebijakan
R Menyiapkan data terkait N N )
s < E s ) o Inovasi Peningkatan
%5 S Koordinasi Dan Sinkronisasi o N L
285 K Koordinasi Dan Sinkronisasi
a2 Perekonomian dan .
< - e Perekonomian dan
TE5 Pembangunan
228 Pembangunan
=%
33
25
< - Memfasilitasi penerapan
] Memy TSt odITaTT REDTJaRaTT N » -
2 . . regulasi kebijakan Inovasi
= Inovasi Peningkatan - S
T S . - Peningkatan Koordinasi
Koordinasi Dan Sinkronisasi X S
E - Dan Sinkronisasi
g Perekonomian dan Perek ian d
erekonomian dan
& Pembangunan

Pembangunan

melaksanaligm kebijakan

trovastP
Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

TITTg Rartarr

Mengawasi pelaksanaan

kebijakan Inovasi
Peningkatan

Koordinasi Dan Sinkronisasi

Perekonomian dan
Pembangunan




Pengelolaan Keuangan Daerah
WK -02.01 CFM 01

Menyiapkan data

5 terkait Pengelolaan

[ Keuangan

= Daerah

£ ;

2 Menyusun bahan kebijakan
= Inovasi Peningkatan

E Pengelolaan Keuangan
oo Daerah

m

Bappeda,
Diskominfo

Seluruh OPD

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah

mensosialisasikan

kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Keuangan
Daerah

mensosialisasikan

kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Mengawasi pelaksanaan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Keuangan Daerah




Pengelolaan Barang Milik Daerah

WK -02.02 CFM 01

=) Menyiapkan data

§ terkait Pengelolaan

& Barang Milik Daerah

£ ;

2 Menyusun bahan kebijakan
= Inovasi Peningkatan

E Pengelolaan Barang Milik
oo Daerah

m

Bappeda,
Diskominfo

Seluruh OPD

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Mengawasi pelaksanaan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah




PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
WK -03.01 CFM 01

Menyiapkan data terkait
Pengelolaan Pendapatan

< Daerah -

Q J-

=

o ¥

% Menyusun draft bahan

m kebijakan Inovasi
Peningkatan Pendapatan

Daerah

£

Ei

&=

=

T

=

8

B0

3]

0

a

a

o

=

El

—

=

)

2]

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

Melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Peningkatan Pendapatan
Daerah

Mengawasi penegakan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah




PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
WK -03.02 CFM 01

Menyiapkan data terkait
Pengelolaan Pendapatan

< Daerah -

Q J-

=

o ¥

% Menyusun draft bahan

m kebijakan Inovasi
Peningkatan Pendapatan

Daerah

£

Ei

&=

=

T

=

8

B0

3]

0

a

a

o

=

El

—

=

)

2]

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah

Melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Peningkatan Pendapatan
Daerah

Mengawasi penegakan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Peningkatan
Pendapatan Daerah




PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WK -03.03 CFM 01

Menyiapkan data terkait

S g
<
EF -g Pertumbuhan Ekonomi
m S Sektor
2 % Perdagangan yang optimal
2 5 dan Inflasi
= A yang terkendali
1%}
s £
£ o
A<
v
= Menyusun bahan kebijakan
£ -g Inovasi Peningkatan
i S Pertumbuhan Ekonomi
z i~ Sektor Perdagangan yang
= ‘35 optimal dan Inflasi yang
o~ terkendali
£
=
=
=]
==
=
8
oo
T
@
ES
2 B
=5 A
23
§a
=
&S
-
vl
-~
g
5 &
~ 3
S 8
—
=
©
wv

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Perdagangan yang optimal
dan Inflasi yang terkendali

A 4

Memfasilitasi penerapan regulasi
kebijakan Inovasi Peningkatan
I-»Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Perdagangan yang optimal dan
Inflasi yang terkendali

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi Sektor
Perdagangan yang optimal
dan Inflasi yang terkendali

melaksanakan Kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Perdagangan yang
optimal dan Inflasi yang
terkendali




PELAYANAN PENANAMAN MODAL

WK - 04.01 CFM 01

DPMPTSP

Menyiapkan data terkait
Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri

(PMDN)

Bagian Perekonomian

Menyusun bahan kebijakan
Peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Bappeda,
Disperindag

Bagian Hukum

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN)
dan Kemudahan Berusaha

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha
penerapan regulasi

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Penanaman

Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha
penerapan regulasi
kebijakan Inovasi




PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
WK - 04.02 CFM 01

melaksanakan kebijakan
o~ Menyiapkan data terkait Inovasi peningkatan
g pelayanan kesehatan — > pelayanan kesehatan
E (PMDN) Modal Dalam Negeri
(PMDN)
v dan Kemudahan Berusaha
Menyusun bahan kebijakan
; Inovasi peningkatan Memfasilitasi penerapan
3
M pelayanan kesehatan regulasi kebijakan Inovasi
_E Inovasi Peningkatan Me]:nztd.hisl ?han d]_ﬂaft > peningkatan pelayanan
o0 Pengelolaan Barang Milik .e Yjakah Inovasl kesehatan
[52] Daerah peningkatan pelayanan
kesehatan
A
o Memfasilitasi penetapan
e regalast kebijakan Inorasi
% peningkatan pelayanan
M kesehatan
=]
Rl
oo &
=1
/@ T




PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
WK - 04.02 CFM 01

melaksanakan kebijakan
o~ Menyiapkan data terkait Inovasi peningkatan
g pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan
E (PMDN) Modal Dalam Negeri
(PMDN)
v dan Kemudahan Berusaha
Menyusun bahan kebijakan
; Inovasi peningkatan Memfasilitasi penerapan
3
M pelayanan kesehatan regulasi kebijakan Inovasi
_E Inovasi Peningkatan Me]:nztd.hisl ?han d]_ﬂaft > peningkatan pelayanan
o0 Pengelolaan Barang Milik .e Yjakah Inovasl kesehatan
[52] Daerah peningkatan pelayanan
kesehatan
A
o Memfasilitasi penetapan
e regalast kebijakan Inorasi
% peningkatan pelayanan
M kesehatan
=]
Rl
oo &
=1
/@ T




REHABILITASI SOSIAL
WK - 04.04 CFM 01

melaksanakan kebijakan
menurunkan PMKS

Menyiapkan data
PMKS Modal Dalam Negeri
(PMDN)
dan Kemudahan Berusaha
2 v
2 Menyusun bahan kebijakan
a Inovasi peningkatan
pelayanan Memfasilitasi penerapan
kesehatanMenyusun bahan regulasi kebijakan
kebijakan menurunkan Membahas'bahan draft menurunkan PMKS
PMKS kebijakan menurunkan
PMKS
2
]
°
(7
o
o
T
=
v
= E Memfasilitasi penetapan
E" = regulasi kebijakan
m T menurunkan PMKS




PENEMPATAN TENAGA KERJA

WK - 04.05 CFM 01

»
z
<
& Menyiapkan data
I )
5 Tenaga Kerja
<
z
2
a
= Menyusun bahan kebijakan
_g -g Meningkatnya Tenaga Kerja
: S yang Berkualitas
.;_‘;)_@ Inovasi Peningkatan
= g—j Pengelolaan Barang Milik
&~ Daerah
2o
a
z3
8 Z
;&
<
TE
22
sa
-]
5 E
3
“E!
el

Membah?\jk‘ahan draft

kebijakan Mhingkatnya
Tenaga Krja yang
Berk alitas

melaksanakan kebijakan
Meningkatnya Tenaga Kerja
yang Berkualitas
Modal Dalam Negeri
(PMDN)
dan Kemudahan Berusaha

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
Meningkatnya Tenaga Kerja
yang Berkualitas

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
Meningkatnya Tenaga
Kerja yang Berkualitas




PENDAFTARAN PENDUDUK
WK - 04.06 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan

. . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib

dan akuntabel

Menyusun,draft bahan
kehijakan Ingvasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

DUKCAPIL

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

Bappeda,
Diskominfo

Memfasilitasi penyusunan
regulasi kebijakan I i
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel

Bagian Hukum

Melaksanakan kebijakan |
Inovasi Peningkatan
Administrasi kependudukan
yang tertib dan akuntabel

Perangkalt
Daerah




PENCATATAN SIPIL
WK - 04.07 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 04.08 CFM 01

mensosialisasikan

DUKCAPIL

Menyiapkan data
Administrasi kependudukan
Tenaga Kerja

Menyusun,draft bahan

kehijakan Inqvasi

Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Bappeda,
Diskomihfo

Bagian Hukum

Perangkaft
Daerah

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

Memfasilitasi penyusunan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel

Melaksanakan kebijakan |

Inovasi Peningkatan
Administrasi kependudukan
yang tertib dan akuntabel




PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

WK - 04.02 CFM 01

mensosialisasikan

DUKCAPIL

Menyiapkan data
Administrasi kependudukan
Tenaga Kerja

Menyusun,draft bahan

kehijakan Inqvasi

Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Bappeda,
Diskomihfo

Bagian Hukum

Perangkaft
Daerah

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

Memfasilitasi penyusunan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang
tertib dan akuntabel

Melaksanakan kebijakan |

Inovasi Peningkatan
Administrasi kependudukan
yang tertib dan akuntabel




PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WK - 04.10 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
WK - 04.12 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WK - 04.1313 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
WK - 04.1414 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
WK - 05.01 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
WK - 05.02 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WK - 05.03 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

WK - 06.01 CFM 01

Menyiapkan data mensosialisasikan
- . kebijakan Inovasi
Administrasi kependudukan . L .
- Peningkatan Administrasi
Tenaga Kerja kependudukan yang tertib
2 dan akuntabel
Z
2 Menyusun,draft bahan
2 kehijakan Inavasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah Membahas bahan draft
= kebijakan Inovasi
o g Peningkatan Administrasi
§ 2 kependudukan yang tertib
/M E dan akuntabel
E Memfasilitasi penyusunan
—“-; regulasi kebijakan Inovasi
:'; Peningkatan Administrasi
.En kependudukan yang
= tertib dan akuntabel
= Melaksanakan kebijakan |
¥ Inovasi Peningkatan
E £ Administrasi kependudukan
ge yang tertib dan akuntabel




PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WK - 06.22 CFM 01

KD

BKPSDM

Menyiapkan data terkait
Sumber Daya Aparatur
Tenaga Kerja

Menvyusun draft bahan

kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas
aparatur

BPSDM,

dan Bifo
Organispsi

Bagian Huku

Perangkht
Daera

Membahaspahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

[ MemTasilitast penyusunan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi

kependudukan yang
tertib dan akuntabel

melaksanakan kebijakan

Tnovasi Peningkatan |
kompetensi dan
profesionalitas aparatur




PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
WK - 06.33 CFM 01

KD

BKPSDM

Menyiapkan data terkait
Sumber Daya Aparatur
Tenaga Kerja

Menvyusun draft bahan

kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas
aparatur

BPSDM,

dan Bifo
Organispsi

Bagian Huku

Perangkht
Daera

Membahaspahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

[ MemTasilitast penyusunan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi

kependudukan yang
tertib dan akuntabel

melaksanakan kebijakan

Tnovasi Peningkatan |
kompetensi dan
profesionalitas aparatur




PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
WK - 07.01 CFM 01

KD

BKPSDM

Menyiapkan data terkait
Sumber Daya Aparatur
Tenaga Kerja

Menvyusun draft bahan

kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas
aparatur

BPSDM,

dan Bifo
Organispsi

Bagian Huku

Perangkht
Daera

Membahaspahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan kompetensi
dan profesionalitas aparatur

[ MemTasilitast penyusunan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi

kependudukan yang
tertib dan akuntabel

melaksanakan kebijakan

Tnovasi Peningkatan |
kompetensi dan
profesionalitas aparatur




INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
WK - 08.01 CFM 01

o Menyiapkan data Sarana dan
= .
‘e Prasarana Teknologi
2 Informasi dan Komunikasi
w .
Aa yang Memadai
S . —
= S < § Menyusun bahan kebijakan
= o D
g é'a; s Sarana dan Prasarana
i3]
é S A é‘f Teknologi Informasi dan
A Komunikasi yang Memadai
&
£
=]
S
~
2
a
£
S
~
E]
==
g
8
)
3
m

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penetapan

T cgu}abi }\c‘f)ija}xau Sdl dIla

dan Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

melaksanakan kebijakan

Kinerja Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai




PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
WK - 08.02 CFM 01

o Menyiapkan data Sarana dan
= .
‘e Prasarana Teknologi
2 Informasi dan Komunikasi
w .
Aa yang Memadai
S . —
= S < § Menyusun bahan kebijakan
= o D
g é'a; s Sarana dan Prasarana
i3]
é S A é‘f Teknologi Informasi dan
A Komunikasi yang Memadai
&
£
=]
S
~
2
a
£
S
~
E]
==
g
8
)
3
m

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penetapan

T cgu}abi }\c‘f)ija}xau Sdl dIla

dan Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

melaksanakan kebijakan

Kinerja Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai




APLIKASI INFORMATIKA
WK -09.01 CFM 01

o Menyiapkan data Sarana dan
= .
‘e Prasarana Teknologi
2 Informasi dan Komunikasi
w .
Aa yang Memadai
S . —
= S < § Menyusun bahan kebijakan
= o D
g é'a; s Sarana dan Prasarana
i3]
é S A é‘f Teknologi Informasi dan
A Komunikasi yang Memadai
&
£
=]
S
~
2
a
£
S
~
E]
==
g
8
)
3
m

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penetapan

T cgu}abi }\c‘f)ija}xau Sdl dIla

dan Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

melaksanakan kebijakan

Kinerja Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai




PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
WK -10.01 CFM 01

o Menyiapkan data Sarana dan
= .
‘e Prasarana Teknologi
2 Informasi dan Komunikasi
w .
Aa yang Memadai
S . —
= S < § Menyusun bahan kebijakan
= o D
g é'a; s Sarana dan Prasarana
i3]
é S A é‘f Teknologi Informasi dan
A Komunikasi yang Memadai
&
£
=]
S
~
2
a
£
S
~
E]
==
g
8
)
3
m

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

Memfasilitasi penetapan

T cgu}abi }\c‘f)ija}xau Sdl dIla
dan Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai

melaksanakan kebijakan

Kinerja Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi
yang Memadai




PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
WK -10.02 CFM 01

Menyiapkan data terkait

o
'53 Perencanaan Penganggaran
8= dan Pengendalian
.
S % Pembangunan Daerah
e e
[
T
m
g .
2 Menyusun bahan kebijakan
_._,5: Inovasi Peningkatan Kualitas
E Perencanaan Penganggaran
o0 dan Pengendalian
;A Pembangunan Daerah
g
£a
ES
S o
M
a

Perangkat
Daerah

Inspektorat

Membahds bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Kualitas
Perencanaan Penganggaran
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Kualitas
Perencanaan Penganggaran
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

Memfasilitasi penerapan regulasi
kebijakan Inovasi Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Penganggaran dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

A

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Kualitas Perencanaan
Penganggaran dan
Pengendalian
Pembangunan Daerah

<

Mengawasi pelaksanaan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Kualitas
Perencanaan Penganggaran
dan Pengendalian
Pembangunan Daerah




PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

WK -10.03 CFM 01
Menyiapkan data

melaksanakan kebijakan

) pengarusutamaan

3 gender

a

a

© Menyusun bahan kebijakan
2 meningkatkan

= pengarusutamaan gender
=

3]

m

Bappeda
Perangkat Daeijah

Bagian Hukym

Membahas bahan draft
kebijakan meningkatkan
pengarusutamaan gender

e

Memfasilitasi penerapan

meningkatkan
pengarusutamaan
gender

regulasi kebijakan
meningkatkan
pengarusutamaan gender

Memfasilitasi penetapan

regulasi kebijakan
meningkatkan
pengarusutamaan gender




PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
WK -10.04 CFM 01

Menyiapkan data
Administrasi kependudukan

=
©
Q
=
=
a
g E Menyusun draft bahan
'g g kebijakan Inovasi
= 5 Peningkatan Administrasi
En 'q:, kependudukan yang tertib
m e dan akuntabel

Bappeda,
Dukcapil

Bagian Hukum

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
Meningkatnya Tenaga Kerja
yang Berkualitas

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Administrasi

kependudukan yang tertib
dan akuntabel

mensosialisasikan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Administrasi kependudukan
yang tertib dan akuntabel




PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
WK -10.05 CFM 01

Menyiapkan data
Administrasi kependudukan

=
©
Q
=
=
a
g E Menyusun draft bahan
'g g kebijakan Inovasi
= 5 Peningkatan Administrasi
En 'q:, kependudukan yang tertib
m e dan akuntabel

Bappeda,
Dukcapil

Bagian Hukum

Seluruh SKPD

Membahgs bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

mensosialisasikan
kebijakan Inovasi
Peningkatan Administrasi
kependudukan yang tertib
dan akuntabel

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan
Meningkatnya Tenaga Kerja
yang Berkualitas

Memfasilitasi penyusunan

regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Administrasi

kependudukan yang tertib
dan akuntabel

mensosialisasikan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Administrasi kependudukan
yang tertib dan akuntabel




PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

WK - 33.01 CFM 01

A Menyiapkan data

o ; .

= terkait Peningkatan

% Ketentraman dan

« Ketertiban Umum

Menyusun bahan kebijakan
= Thovast Peningratan
S
< g Ketentraman dan
%]

E 2 Ketertiban Umum
oo
T
M

(3]

=]

Q

Q.

Q

T

M

i)

=i

=

—

(=]

X

%]

(3]

£

a

g

=

&

=

T

=]

8

B

3]

/M

Membahas bahan draft
kebijakarl Inovasi
Peningkatan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Memfasilitas

i penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Tegulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Ketentraman

dan Ketertiban Umum

Memfasilitas

penetapan

regulasi kebij

akan Inovasi

Peningkatan Ketentraman
dan Ketertiban Umum




PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

WK - 35.01 CFM 01

g
% Menyiapkan data
< £ terkait Pengelolaan
E %’3 Sumber Daya Ekonomi
g A untuk Kedaulatan dan
g Kemandirian Pangan
Menyusun bahan kebijakan
£ = trrovastPerngetotaan
2 ?D Sumber Daya Ekonomi
S g untuk Kedaulatan dan
= a o
B g Kemandirian Pangan
m o
(=9

T

=

Q

(=¥

Q.

T

/M

S

=]

g

S

M

w

(o]

£

a

Bagian Hukum

Membahas Qahan draft
kebijakan Inovasi
Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk
Kedaulatan dan
Kemandirian Pangan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan

Tegulas Kebijakar fmovast
Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengelolaan Sumber Daya
Ekonomi untuk Kedaulatan
dan Kemandirian Pangan




PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

WK - 35.02 CFM 01

g
e Menyiapkan data
3] . .
< £ terkait Peningkatan
E > Diversifikasi dan
[yl
g A Keatahanan Pangan
£ Masyarakat
a
Menyusun bahan kebijakan
= = trrovastPenimgkatan
2 ?D Diversifikasi dan
£ 5 Keatahanan Pangan
) = Masyarakat
()

=

T

.|

Q

(=¥

Q.

T

/M

S

=]

g

S

N

w

(o]

£

=)

Bagian Hukum

Membahas Bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan Diversifikasi
dan Keatahanan Pangan
Masyarakat

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Peningkatan Diversifikasi
dan Keatahanan Pangan
Masyarakat

Tegutast Kebijakarm frovast
Peningkatan Diversifikasi
dan Keatahanan Pangan
Masyarakat

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Peningkatan Diversifikasi

dan Keatahanan Pangan

Masyarakat




PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
WK - 35.03 CFM 01

[=]

2

S . melaksanakan kebijakan
< g Menyiapkan data ; .
S & ; Inovasi Peningkatan
0 & terkait Penanganan
X G —— | Penanganan Kerawanan
v A Kerawanan Pangan

2 Pangan
Z

" Memfasilitasi penerapan

. S Menyusun bahen kebijakan p p

g = - Tegulasl Kebljakan Inovasi
= Inovasi Penanganan
<< Bp Penanganan Kerawanan

= S Kerawanan Pangan
s = Pangan

& E

3]
m o

A Membahas bahan draft

kebijakarl Inovasi
Penanganan Kerawanan y

(3]

b Pangan

Q

Q.

T

m

S

=

=

S

(=]

i

@ 1

g Memfasilitasi penetapan

A regulasi kebijakan Inovasi

Bagian Hukum

Penanganan Kerawanan
Pangan




PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
WK - 35.04 CFM 01

[=]

2

S . melaksanakan kebijakan
< g Menyiapkan data : .
S & ; Inovasi Peningkatan
o o terkait Pengawasan
X G ——— | Pengawasan Kamanan
v A Kamanan Pangan

2 Pangan
Z

" Memfasilitasi penerapan

. S Menyusun bahen kebijakan P p

g o : Tegulasl Kebljakan Inovasi
= Inovasi Pengawasan
< & Pengawasan Kamanan

o g Kamanan Pangan
s = Pangan

& E

3]
m o

A Membahas bahan draft

kebijakar Inovasi
Pengawasan Kamanan y

(3]

b Pangan

Q

Q.

T

m

S

=

=

S

(=]

i

@ 1

g Memfasilitasi penetapan

A regulasi kebijakan Inovasi

Bagian Hukum

Pengawasan Kamanan
Pangan




PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

WK - 36.01 CFM 01

% Menyiapkan data

& terkait Penyediaan dan

§ Pengembangan Sarana

a Pertanian
2 é Menyusun bahan Rebijakan
2 & Inovasi Pengembangan
s g Sarana Pertanian
.Eb Q
2
=

(o]

=

Q

(=¥

(=9

T

/M

BiS]

o

=)

=]

=

%]

o]

£

A

Bagian Hukum

Membahas Bahan draft
kebijakan Inovasi
Pengembangan Sarana
Pertanian

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penyediaan dan
Pengembangan Sarana
Pertanian

regulasi kebijakan Inovasi
Pengembangan Sarana
Pertanian

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengembangan Sarana
Pertanian




PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

WK - 36.02 CFM 01

% Menyiapkan data

& terkait Pengendalian

§ dan Penanggulangan

a Bencana Pertanian

— Menyusun bahan kebijakan
_g g Inovasi Pengendalian dan
=

2 o0 Penanggulangan Bencana
& g Pertanian
& &
3 ()
=

(o]

=

Q

(=¥

(=9

T

/M

S

[=]

£

S

M

w

o]

£

a

g

=

&

=

T

=]

8

B

3]

/M

Membahas Bahan draft
kebijakan Inovasi
Pengendalian dan

Penanggulangan Bencana
Pertanian

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

Tegutast Kebijakarm frovast
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian




PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

WK - 36.03 CFM 01

% Menyiapkan data

& terkait Penyediaan dan

§ Pengembangan

A Prasarana Pertanian

=

E © Menyusun bahan Kebijakan
2 & Inovasi Pengembangan
= g Prasarana Pertanian
.Eb 0
2 g
=

(o]

o

Q

(=¥

(=9

T

m

S

o

=)

=]

=

12}

o]

£

A

Bagian Hukum

Membahas Bahan draft
kebijakan Inovasi
Pengembangan Prasarana
Pertanian

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana
Pertanian

regulasi kebijakan Inovasi
Pengembangan Prasarana
Pertanian

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengembangan Prasarana

Pertanian




PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

WK - 36.04 CFM 01

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi

Pengelolaan Sumber Daya
Air (SDA)

2

& Menyiapkan data

~ terkait Pengelolaan

(3}

k= Sumber Daya Air (SDA)

[}

. S Menyusun bahen kebijakan
g o ;
E‘:’ S Inovasi Pengelolaan
g £ Sumber Daya Air (SDA)
'gn S
2
=

(3]

=]

[

Q

a

T

M

&

£

(el

S

i

%]

(3]

£

a

Bagian Hukum

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Sumber Daya
Air (SDA)

Tegulast Kebijakan Inovasl
Pengelolaan Sumber Daya
Air (SDA)

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Pengelolaan Sumber Daya

Air (SDA)




STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
WK - 36.05 CFM 01

EJ Menyiapkan data melaksanakan kebijakan
£ terkait Stabilisasi Inovasi Peningkatan
& Harga Barang »| Stabilisasi Harga Barang
§ Kebutuhan Pokok dan Kebutuhan Pokok dan
A Barang Penting Barang Penting
Menyusun bahan kebijakan Memfasilitasi penerapan
_§ e Inovasi Stabilisasi Harga ngu;;l Kc,ul_lljdkd“éuwdbl
< & Barang Kebutuhan Pokok abriisasi flarga barang
g £ ) Kebutuhan Pokok dan
c 8 dan Barang Penting )
% E Barang Penting
m o
- Membahas Bahan draft
kebijakan Inovasi
© Stabilisasi Harga Barang A
85 Kebutuhan Pokok dan
% Barang Penting
/M
S
[=]
£
S
M
2 Memfasilitasi penetapan
g regulasi kebijgkan Inovasi
Stabilisasi Harga Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting
g
=
&
=
T
=]
(o]
B
3]
/M




PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 36.06 CFM 01

A, Menyiapkan data

E terkait Pengendalian

i Kesehatan Hewan dan

3]

k= Kesehatan Masyarakat

a Veteriner

Menyusun bahan kebijakan

= = trrovastPengerndatian
2 ?D Kesehatan Hewan dan
S g Kesehatan Masyarakat
S 8 .
oo g Veteriner
-

T

=

<]

o

Q.

(3}

m

i)

=

g

S

2

172

(3}

£

a

Bagian Hukum

Membahas Qahan draft
kebijakan Inovasi
Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Tegutast Kebijakarm frovast
Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengendalian Kesehatan
Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner




PENGELOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN

WK - 36.07 CFM 01

=l
o]

5

Y Menyiapkan data

E terkait Pengelolaan

@ Budidaya Perikanan

[=]

a

- Menyusun bahen kebijakan
g o :
< 5 Inovasi Pengelolaan
<< & . :

£ £ Budidaya Perikanan
'gn S

2
=

(3]

=]

[

Q

a

T

M

&

=

=

=

(=]

i

%]

(3]

£

a

Bagian Hukum

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi
Pengelolaan Budidaya
Perikanan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Budidaya
Perikanan

Tegulasi Rebijakan Inovasl
Pengelolaan Budidaya
Perikanan

Memfasilitas

penetapan

regulasi kebije

akan Inovasi

Pengelolaan Budidaya
Perikanan




PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WK - 36.08 CFM 01

=]

o]

Es Menyiapkan data

B terkait Pengawasan

% Sumberdaya Kelautan

o dan Perikanan

=

Menyusun bahan kebijakan

E S Tnovasi Pengawasan
S =
< & Sumberdaya Kelautan dan
= .
s 8 Perikanan
& £
B ()
=y

(3]

=]

Q

Q.

Q

T

M

i)

=i

=

—

(=]

X

%]

(3]

£

a

g

=

&

=

T

=]

8

B

3]

/M

Membahas bahan draft
kebijakarl Inovasi
Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan

Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan

Tegulasi Rebijakan Inovasl
Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Pengawasan Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan




PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

WK - 36.09 CFM 01

=]

(3]

g Menyiapkan data

Y .

T terkait Pengolahan dan

e Pemasaran Hasil

e Perikanan

=

=

E © Menyusun banan Repijakan
< .
< 5 Inovasi Pengolahan dan
s g Pemasaran Hasil Perikanan
o)
2
=

(o]

=

Q

(=¥

(=9

T

/M

BiS]

o

=)

=]

=

12}

o]

£

A

g

=

&

=

T

=]

8

B

3]

/M

Membahas hahan draft
kebijakan Inovasi
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

regulasi kebijakan Inovasi
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijgkan Inovasi
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan




PENYULUHAN PERTANIAN
WK - 36.10 CFM 01

[=]

(3]

5

i Menyiapkan data

E terkait Penyuluhan

v Pertanian

£

a
g g Menyusun bahan kebijakan
23 Inovasi Penyuluhan
£ g Pertanian
.Eb _Q
2
=

T

=]

Q

a,

QL

T

M

i)

o

g

(=]

.

%]

(3]

£

Aa

=)

=

i)

=

T

=]

8

B

3]

m

Membahas kahan draft
kebijakan Inovasi
Penyuluhan Pertanian

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penyuluhan Pertanian

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Inovasi
Penyuluhan Pertanian

Memfasilitasy penetapan
regulasi kebijakan Inovasi
Penyuluhan Pertanian




PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

WK - 37.01 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

)
T

i Menyiapkan data
'5 terkait Perencanaan
~ dan Pembangunan
(3} .

£ Industri

a

b. o
S 5
Tk

S <

&
-

Inovasi Perencanaan dan
Pembangunan Industri

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi

Perencanaan dan
Pembangunan Industri

Bagian Hukum Bappeda

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Perencanaan dan
Pembangunan Industri

Tegulasi Rebijakan 1movasi
Perencanaan dan
Pembangunan Industri

Memfasilitasi
penetaparyregulasi

kebijakan Inovasi
Perencanaan dan
Pembangunan Industri




PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

WK - 37.02 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

oo
T
E Menyiapkan data
5 terkait Fasilitasi
E Pengembangan
£ Industri
a

E

T g

o

< 2L

B >

T

m

Inovasi Fasilitasi
Pengembangan Industri

Bagian Hukum Bappeda

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi
Fasilitasi Pengembangan
Industri

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Fasilitasi Pengembangan
Industri

Tegulast Kebijakan Inovasl
Fasilitasi Pengembangan
Industri

Memfasilitasi penetapan

Fegil a5+ Eebijaka“ Laauzaci
HrHovast

Fasilitasi Pengembangan
Industri




PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

WK - 37.03 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

o0
T
'U .
g Menyiapkan data
& terkait Pengendalian
§ Izin usaha Industri
£

z

< g

o w»n

< 2L

= ™~

T

m

Inovasi Pengendalian Izin
usaha Industri

Bagian Hukum Bappeda

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi
Pengendalian Izin usaha
Industri

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengendalian Izin usaha
Industri

Tegulast Kebijakan Inovasl
Pengendalian Izin usaha
Industri

Memfasilitas] penetapan
regulasi kebijakan

Inovasi Pengendalian
Izin usaha Industri




PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

WK - 37.04 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

o0
T
E Menyiapkan data
5 terkait Pengelolaan
% Sistem Informasi
g Industri
a

E

Iz

g

< 2L

b 1~

T

M

Inovasi Pengelolaan Sistem
Informasi Industri

Bappeda,
Diskominfo

Bagian Hukum

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi
Pengelolaan Sistem
Informasi Industri

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengelolaan Sistem
Informasi Industri

Tegulasi Rebijakan Inovasl
Pengelolaan Sistem
Informasi Industri

Memfasilitasi
penetaparvregulasi

kebijakan Inovasi
Pengelolaan Sistem
Informasi Industri




PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

WK - 38.01 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

2

& Menyiapkan data
~ terkait Pengembangan
o} .
R=) Jasa Konstruksi
[}

-

S g
S
< &

£ 5

2
;@ =9

Inovasi Pengembangan Jasa
Konstruksi

Membahas bahan draft
kebijakar Inovasi

Pengembangan Jasa
Konstruksi

Bagian Hukum Bappeda

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengembangan Jasa
Konstruksi

Tegulast Kebijakan Inovasl
Pengembangan Jasa
Konstruksi

Memfasilitasi
penetaparyregulasi

kebijakan Inovasi
Pengembangan Jasa
Konstruksi




PENGEMBANGAN EKSPOR
WK - 39.01 CFM 01

o0
3]

<

£ Perencanaan,
L penyusunan
§ Bahan dan undangan
£

=

S
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=

B

=
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E

Rapat Pembahasan

Verifikasi

Penyelenggaraan Eskpor

Penyusunan Laporan

Pengawasan




PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

WK - 39.02 CFM 01

o0

T

E Menyiapkan data

5 terkait Penggunaan

< dan Pemasaran Produk

(3] .

k= Dalam Negeri

a

= Menyusun ba
(o] .

é g Inovasi Penggunaan dan
E 20 Pemasaran Produk Dalam
c O .
Bo g Negeri
3 ()
=

o]

]

Q

Q

a,

[3°]

/M

g

=

=<

=

T

[=]

8

B

T

M

Membahas hahan draft
kebijakan Inovasi
Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penggunaan dan
Pemasaran Produk Dalam
Negeri

regulasi kebijakan Inovasi
Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri

Memfasilitas] penetapan

1 idealiial 1 i
regrttastkebiahantrovast
Penggunaan dan Pemasaran
Produk Dalam Negeri




PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
WK - 39.03 CFM 01

oo
3]
g Menyiapkan data melaksanakan kebijakan
5 terkait Peningkatan Inovasi Peningkatan
E Sarana Distribusi > Peningkatan Sarana
k= Perdagangan Distribusi Perdagangan
a
Menyusun bahan kebijakan Memfasilitasi penerapan
_éé' T Tovasi Peningkatan sarana Tegulasi Kebijakan Inovasl
< & Distribusi Perdagangan Peningkatan Sarana
o 5 o .
5 Distribusi Perdagangan
& £
s
A Membahas bahan draft

kebijakar Inovasi

Peningkatan Sarana Y
Distribusi Perdagangan

Memfasilitasi
penetaparvregulasi

kebijakan Inovasi
Peningkatan Sarana
Distribusi Perdagangan

Bagian Hukum Bappeda




PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.4 CFM 01

o0
T

i Menyiapkan data

5 terkait Perizinan,

% Standarisasi dan

(3] .

k= Perlidungan Konsumen

a

Menyusun bahan kebijakan

E = Tnovasi Perizinan,
T 5 . .
< & Standarisasi dan

= .
5 Perlidungan Konsumen
& £

B ()
=y

Bagian Hukum Bappeda

Membahas bahan draft
kebijakarl Inovasi
Perizinan, Standarisasi
dan Perlidungan
Konsumen

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Perizinan, Standarisasi dan
Perlidungan Konsumen

Tegulasi Rebijakan 1movasi
Perizinan, Standarisasi dan
Perlidungan Konsumen

Memfasilitas] penetapan
regulasi kebijakan Inovasi

Perizinan,

Konsumen

Standarisasi dan Perlidungan




PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.5 CFM 01

Menvusun bahan kebijakan

o0
T

i Menyiapkan data
5 terkait Standarisasi
~ dan Perlindungan
(3]

£ Konsumen

A

b. TS
S 5
T

5 <

P
=y

Inovasi Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

Bagian Hukum Bappeda

Membahas bahan draft
kebijakarl Inovasi
Standarisasi dan

Perlindungan Konsumen

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

Tegulasi Rebijakan 1movasi
Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

Memfasilitas] penetapan
regulasi kebijakan

Inovasi Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen




PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

WK - 40.01 CFM 01

<

%D Menyiapkan data

2 terkait

% Penyelenggaraan Lalu

~ Lintas Dan Angkutan

w

g Jalan

a

- Menyusun bahan kebijakan

—5 = tovastPenyetenggaraan
< ED Lalu Lintas Dan Angkutan
_E = Jalan
& &
3 (&)
=

Bagian Hykum Bappeda

Membahas bahan draft
kebijakaw Inovasi
Penyelenggaraan Lalu
Lintas Dan Angkutan
Jalan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penyelenggaraan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan

Tegutastkebijakam movast
Penyelenggaraan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan

Memfasilitasi
penetapa regulasi

kebijakan Inovasi
Penyelenggaraan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan




MENINGKATNYA USAHA PARIWISATA

WK -41.01 CFM 01

—
©
a,
] .
S Menyiapkan data
=¥ . o
P terkait Pariwisata
£
=)
o Menyusun bahan kebijakan
S s
T E Tovast PenimgRatan
E S Pertumbuhan Ekonomi
] .
& = Sektor Pariwisata
&
g 5
(=9
o]
.|
Q
Q
o
[3°]
m
g
=
=2
=
T
=
&
&b
T
/M

Membahas bahan draft
kebijakaw/Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata

TegulastRebtjakam movast
Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Pariwisata

Memfasilitasi
penetaparfregulasi

kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata




PEMASARAN PARIWISATA
WK - 41.02 CFM 01

—_

(3]

= .

© Menyiapkan data

o .

=¥ terkait Pemasaran

w . .

S Pariwisata

=

Menyusun bahan kebijakan
= = trrovastPenimgkatan
'és g Pertumbuhan Ekonomi
= g Sektor Pemasaran
) 5 Pariwisata
} )
(]

=y

fand

=

5]

o

Q.

T

m

£

i~

=

jan

=}

8

BD

T

m

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor
Pemasaran Pariwisata

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pemasaran
Pariwisata

Tegulas Kebijakar fmovast

Peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi Sektor Pemasaran
Pariwisata

Memfagilitasi

lJUllCLclpdll I Csu‘labi
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pemasaran Pariwisata




PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WK -41.03 CFM 01

Dinas Porapar

Menyiapkan data
terkait Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Bagian Adm.
Perekonomian

Menyastrbakanriebiakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

Membahas bahan draft
kebijakarl Inovasi

Bappeds

Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor
Pengembangan Sumber
Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Bagian Hukum

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Sektor
Pengembangan Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif

Memfasilitasi

nenetapan regulasi
T T [=]

kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pengembangan
Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif




PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

WK -42.01 CFM 01

D
(3]
L= .
Q M Menyiapkan data
o= . .
5 terkait Usaha Simpan
wn o P
© Pinjam
£ 3 ]
a
= =i Menyusun-ba
S E
s
S g
S
g5
a

Inovasi Usaha Simpan
Pinjam

Bappeda,
Disporapar,
DISPERINDAQ

Bagian Hukum

Membahas hahan draft
kebijakaiv Inovasi
Usaha Simpan Pinjam

Memfasilitasineneranan
T T

melaksanakan kebijakan
Inovasi Usaha Simpan
Pinjam

regulasi kebijakan Inovasi
Usaha Simpan Pinjam

Memfasilitasi

penetapan regulasi
kebijakan Inovasi
Usaha Simpan Pinjam




PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

WK - 42.02 CFM 01

Membahas bahan draft
kebijakag, Inovasi

17
[3] .
5 E Menyiapkan data
é‘ E terkait Pengawasan
" = dan Pemeriksaan
[ .
s S Koperasi
a
= g Menyusun bahan kebijakan
'g g Inovasi Pengawasan dan
: . .
E S Pemeriksaan Koperasi
& 2
-
(o}
= <
< o
T52
a5 &
g aH
m 25
=2

Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

Bagian Hukfim

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

Teguiast Rebijakam movast
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi

Memfasilitasi
penetapan regulasi

kebijakan Inovasi
Pengawasan dan
Pemeriksaan Koperasi




PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

WK -42.03 CFM 01

Membahas bahan draft
kebijakag, Inovasi

17
& > Menyiapkan data
S terkait Penilaian
=2 Kesehatan KSP/USP
E S Koperasi
Aa
= Menyusun bahan kebijakan
o]
:g = Tovast Pentiatan
E S Kesehatan KSP/USP
s 9 .
5 2 Koperasi
T
-
s
St
5§ ®©
£ 82
Q= &
o
n 2 &
=2

Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi

Bagian Hukfim

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Penilaian
Kesehatan KSP/USP
Koperasi

Teguiast Rebifakam movast
Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi

Memfasilitasi
penetapan regulasi

kebijakan Inovasi
Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi




PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
WK - 42.04 CFM 01

B

3]

5 E Perencanaan,
& % Penyusunan Bahan dan
T,,s p Penyampaian
i S Undangan
a

B

4]

B

S

Q

=

a

o

o

Inspektorat

Rapat Pembahasan

Verifikasi

Penyampaian Undanga
>

Pelatihan Kerja

Pelaporan

PengaWasan




PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

WK - 43.01 CFM 01

Membahas bahan draft
kebijakaiv Inovasi

i7)
(3]
L=
QM
E- % Menyiapkan data
w o terkait UMKM
8
£
=)
-
E E Menyusun bahan kebijakan
2 ° Inovasi UMKM
& 9
% 2
-
> X
i)
5 ®©
$E2
Q5
gad
m 2 &
25

Peningkatan UMKM

Bagian Hukum

Memfasilitas

L benerabanl
T 13

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
UMKM

regulasi kebij

akan Inovasi

Peningkatan UMKM

Memfasilitasi

penetapan regulasi
kebijakan Inovasi
Peningkatan UMKM




PENGEMBANGAN UMKM

WK - 43.02 CFM 01

Membahas bahan draft
kebijakaiv Inovasi

D
(3]
L=
L M
E- % Menyiapkan data
" o Pengembangan UMKM
T
£
a
. S Menvusunba
}é g J i
2 S Inovasi Pengembangan
E S UMKM
% 2
o=
=
i)
5 ®©
g2
o5 &
T 22
m 2 &
=3

Pengembangan UMKM

Bagian Hukum

Memfasilitasineneranan
T T

melaksanakan kebijakan
Inovasi Pengembangan
UMKM

regulasi kebijakan Inovasi
Pengembangan UMKM

Memfasilitasi

penetapan regulasi
kebijakan Inovasi
Pengembangan UMKM




PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WK -43.03 CFM 01

Bappeda, Bag. Adbahng
Dan Bag. Adm
Perekonomian

Menyiapkan data terkait
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

>
g Menyusun bahan kebijakan
= Inovasi Peningkatan
:'; Koordinasi Dan Sinkronisasi
.a Perekonomian dan
S Pembangunan
S
£a
ES
S
=
%5 M
a
o
o
=
=
e
=
[P}
(%]

Inspektorat

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

M- faci

mensosialisasikan
kebijakan
Inovasi Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

Merrfasthtast-penerapan
regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Koordinasi
Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

melaksanakan kebijakan

Inovasi Peningkatan
Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

Mnng:nnm si {_\nl::l(cana::n
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan




WK - 44.1 CFM 01

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Menyiapkan data

e terkait Penanaman

£ Modal Asing (PMA)

= dan Penanaman

A Modal Dalam Negeri

(PMDN)

= Menyusun bahan Kebljakan
_g -g Peningkatan Penanaman
<é S Modal Asing (PMA) dan
5 ° Penanaman Modal Dalam
= § Negeri (PMDN) dan

Kemudahan Berusaha

Bappeda,
DISPERINDA(

Bagian Hukum

Menyusun bahan
kebijakan
Peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha

Memfasilitadi peneranan

Mmelaksanakan Kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN)
dan Kemudahan Berusaha

regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Penanaman
Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) dan
Kemudahan Berusaha

S 4
Memfasilitasi penetapan

regulasi kebijakan
Inovasi Peningkatan
Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Penanaman
Modal Dalam Negeri
(PMDN) dan Kemudahan
Berusaha




WK - 44.2 CFM 01

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

I~
4

e Menyiapkan data

& terkait Pengembangan

E Iklim Penanaman

A Modal

= g Menyusun bahan kebijakan
'g g dalam Pengembangan Iklim
s g Penanaman Modal
=36

%5
-

Menyusun bahan
kebijakap dalam

Bappeda,
DISPERINDA

Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Bagian Hukum

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Tegutast Rebtjakam movast
Peningkatan Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

Memfasilitasjpenetapan

Tegutast kebijakamumtuk
Pengembangan Iklim
Penanaman Modal




WK - 44.03 CFM 01

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

I~
4

e Menyiapkan data

& terkait Pengendalian

E Pelaksanaan

/A Penanaman Modal

= Menyusun bahan kebijakan

o]

:g = datanT Pengendattan
E e Pelaksanaan Penanaman
g2 Modal

& U

%5
-

Bappeda,
DISPERINDA

Bagian Hpkum

Menyusun bahan
kebijakag dalam
Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Tegutast Rebtjakam movast
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Memfasilitasy penetapan

Tegutast Rebijakamumtuk
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal




PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

WK - 44.04 CFM 01

o Menyiapkan data
2 terkait Pengelolaan
% Data dan Sistem
g Infomasi Penanaman
Modal
- Menyusun bahan kebijakan
== tatanr Pengetotaar Data
3: § dan Sistem Infomasi
_§ E Penanaman Modal
a

Bappeda,
Diskominfo,
DISPERINDA(

Bagian Hukum

Menyusun bahan
kebijakap dalam
Pengelolaan Data dan
Sistem Infomasi
Penanaman Modal

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Pengelolaan Data
dan Sistem Infomasi
Penanaman Modal

Tegutast kKebijakar fmovast
Pengelolaan Data dan Sistem
Infomasi Penanaman Modal

Memfasilitas} penetapan

Tegulaskebijakamumtuk
Pengelolaan Data dan Sistem
Infomasi Penanaman Modal




PENGELOLAAN IZIN LOKASI
WK - 44.05 CFM 01

DPMPTSP

Menyiapkan data
terkait Izin Lokasi

Bagian Admn].
Perekonomign

Menyusun bahan kebijakan
dalam Izin Lokasi

Menyusun bahan
kebijakah dalam

Bappeda,
DISPERINDAG

Pengelolaan Izin Lokasi

Bagian Hukum

melaksanakan kebijakan
Inovasi Izin Lokasi

DA L alad, a
IVITITITASITILA ST }JCIICI Cl}}all
regulasi kebijakan Inovasi
Izin Lokasi

v

AV Loailis "
Memfastitast-penetapan
regulasi kebijakan Izin
Lokasi




PERENCANAAN TENAGA KERJA
WK - 45.01 CFM 01

w
[=]
g -
5 Menyiapkan data mlvtlalalfsarll{al;an krt[a‘bl]akan
2 Tenaga Kerja — > eningkatnya Tenaga
K Kerja yang Berkualitas
%]
(3]
£
a
- ]\/lohyncn bahan Memfasilitasi penerapan
.g 'é kebijakan Meningkatnya regulasi kebijakan
E S Tenaga Kerja yang Meningkatnya Tenaga Kerja
'go % Berkualitas yang Berkualitas
£5
Membahas bahan draft

kebijakan Meningkatnya
Tenaga Kerja yang
Berkualitas

Bappeda
DINDIK,
DISPERINDAG

Memfasilitasi penetapan

raagulaci abiiol oo
FegturaSrenijarat

Meningkatnya Tenaga
Kerja yang Berkualitas

Bagian Hukum




PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

WK - 45.02 CFM 01

Inspektorat]

g

[y

B Perencanaan,

< Penyusunan Bahan dan s .

G ¥ . Verifikasi Penyampaian Undangan Pelaporan
Z Penyampaian

§ Undangan

=

= Pelatihan Tenaga Kerja C
%‘ Rapat Pembahasan

3

a

o

o




PENEMPATAN TENAGA KERJA
WK - 45.03 CFM 01

Inspektorat]

vl

g

B Perencanaan,

< Penyusunan Bahan dan e .

G ¥ . Verifikasi Penyampaian Undangan Pelaporan
Z Penyampaian

§ Undangan

=

= Penempatan Tenaga Kerja C
%‘ Rapat Pembahasan

Q

-

a

o

o




HUBUNGAN INDUSTRIAL
WK - 45.04 CFM 01

(%]
=
3]
—
=
) .
i Menyiapkan data
3] .
z Hubungan Industrial
3
=
a
©
—
%]
Q
X
=
8
)
T
M
=
=
=
=
T
=
8
1)
T
M
3]
g =
T ©
< w»n
< 2
8 =
T
2o
L T
A m
< T
< —
= 3
— X
L QO
ZH->

v

Penyusunan Regulasi
Daerah dibidang Hubungan
Industrial

Penyusunan
Juklak dan
Juknis

Identifikasi Masalah HI

Pencegahan Perselisihan HI

Monev HI




PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

WK - 46.01 CFM 01

—

(3]

Q,

e .

S Menyiapkan data

=9 . o

P terkait Pariwisata

£

Aa

Meanuacuan-bakhan Labiialr oo

—= Mensst-balratebiakas
.g ‘g Inovasi Peningkatan
i =) Pertumbuhan Ekonomi

] s
B % Sektor Pariwisata
g5
(=9

[}

=]

Q

a,

a

[3o]

m

g

=

—_

El

T

=)

S

)

T

/M

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata

Marafacilitadi nanaranan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata

regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Sektor Pariwisata

Memfasilitasi

penetapnanreaulasi
138 T =]

kebijakan Inovasi
Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi
Sektor Pariwisata




PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WK - 46.02 CFM 01

Dinas Porapar

Rapat Persiapan

Pemuda dan Pemudi

Sat Pol PP

Dinas Perhubungan

\/

Rapat Koordinasi

K ti
hrantina

v
Pelaksanaan

Kegiatan

Penentuan
Kontingenp

Kabupaten

Pengir
Meka3

iman Muli
naLngL4>

anan

L4
Peld
K¢




PENYELENGGARAAN JALAN
WK - 47.01 CFM 01

Menyiapkan data
kondisi Infrastruktur
Jalan

Dinas PUPR

Bagian Adm
Pembanguna

Menyiapkan data
kondisi Infrastruktur
Jalan

Bappeda

Dinas Perkimtah |Bagian Hukum

Dinas
Perhubungan

Membahas bakan draft
kebijakan peningkatan
infrastruktur jalan

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
peningkatan infrastruktur
jalan

Memfasilitasi
penetapan

regulasi kebijakan
peningkatan infrastruktur
jalan

Memfasilitasi pgnetapan

regulasi kebijakan
peningkatan
infrastruktur jalan

regulasi kebijakan
Infrastruktur
Jalan




PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

WK -47.02 CFM 01

Menyiapkan data
kondisi Pengelolaan
Dan Pengembangan

Sistem Drainase

Dinas PUPR

Menyiapkan data kondisi

Bagian Adm
Pembangunah

[Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase

Bappeda

Dinas Perkimtah |Bagian Hukum

Dinas
Perhubungan

Membahas balan draft
kebijakan peningkatan
Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
peningkatan Pengelolaan
Dan Pengembangan Sistem
Drainase

Memfasilitasi
penetapan

Tegutast RKebijakamn
peningkatan Pengelolaan
Dan Pengembangan Sistem
Drainase

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan

regulasi kebijakan
peningkatan
Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase

Pengelolaan Dan
Pengembangan Sistem
Drainase







Dinas PUPR

Menyiapkan data
Perencanaan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Bagian Adm
Pembangunan

Menyusun bahan kebijakan
Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Bappeda

Bagian Hukum

dinas Perkimtah

Membahas bahan draft
kebijakan Perencanaan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

melaksanakan kebijakan
Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

Memfasilitasi penerapan

Memfasilitasi penetapan

regulasi kebijakan
Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang

regulasi kebijakan
Perencanaan dan
Pengendalian
Pemanfaatan Ruang




PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
WK - 48.02 CFM 01

Dinas PUPR

Menyiapkan data
Penataan Bangunan Gedung

Bagian Adm
Pembangunan

Menyusun bahan kebijakan
Penataan Bangunan Gedung

Bappeda

Bagian Hukum

dinas Perkimtah

Membahas bahan draft
kebijakan Penataan
Bangunan Gedung

melaksanakan kebijakan
Perencanaan dan

Pengendalian Penataan
Bangunan Gedung

Memfasilitasi penerapan
regulasi kebijakan Penataan
Bangunan Gedung

Memfasilitasi penetapan
regulasi kebijakan
Penataan Bangunan Gedung
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Insepktorat

v
Rapat Pembahasan

Verifikasi

Penataan Stabilitas Harga

Penyusunan Laporan

Pengawasan




§ Menyiapkan data
s terkait Ketahanan
S % Pangan
R
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s Menyusun bahan kebijakan
A Inovasi Peningkatan
Ketahdhan Pangan
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Bagian Hukum

Membahas bahan draft
kebijakan Inovasi

Memfasilitasi penerapan

melaksanakan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Ketahanan Pangan

regulasi kebijakan Inovasi
Peningkatan Ketahanan
Pangan

Memfasilitasi
penetgpan regulasi

kebijakan Inovasi
Peningkatan Ketahanan
Pangan




PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
WK - 49.03 CFM 01

Bappeda dan Bdg
Adm. Perekonomjian|

Menyiapkan data terkait
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

Menyusun bahan kebijakan

Bagian Hukun

ningkatat
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

1 .
THOvVastT

Diskominfo
BPKAD

Seluruh|OPD

Inspektorat

Membahasbahan draft
kebijakan Inovasi
Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

Memfasilitasi penerapan

mensosialisasikan kebijakan
Inovasi Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

cebtiakaminovast

Peningkatan Koordinasi Dan

Sinkronisasi Perekonomian
dan Pembangunan

loaid
regtrast

melaksanakan kebijakan
Inovasi Pgningkatan

Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan

Mengawasi pelaksanaan
kebijakan dnovasi

Peningkatan
Koordinasi Dan Sinkronisasi
Perekonomian dan
Pembangunan




